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Abstract : The problem of inequality in access and quality of education in Banyuwangi is caused by the 

unequal distribution of resources, which affects the quality of human resources (HR) and the economy. The 

purpose of this study is to analyse inequality in access to education in remote areas and the role of education 

administration in addressing it. role of education administration in overcoming it. This research methodology 
uses a qualitative, literature-based approach to analyse qualitative, literature-based approach to analyse 

inequality in access to education and the impact of education administration on the regional economy. The 

results The results of this study show that collaboration between the government, the community and the 
private sector in the Banyuwangi Mengajar programme is crucial to private sector in the Banyuwangi Teaching 

Programme is essential to addressing education inequality in remote areas. The programme successfully 

programme has succeeded in improving the capacity of the teaching staff and ensuring equitable distribution 

of education resources. The research conclusions emphasise that this collaboration plays a crucial in improving 
access and quality of education in remote areas. The programme Banyuwangi Mengajar programme can 

strengthen synergies between parties, ensure equitable distribution of education resources and sustainably 

reduce education inequality, and sustainably reduce educational inequality. This research highlights the 
importance of an inclusive approach in education to build a better foundation for economic and social 

development in the area. a better foundation for economic and social development in underdeveloped areas. 

underdeveloped areas. 
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Abstrak : Permasalahan ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Banyuwangi disebabkan oleh 

distribusi sumber daya yang tidak merata, yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketimpangan akses pendidikan di daerah 

terpencil serta peran administrasi pendidikan dalam mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif berbasis pustaka untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan serta dampak 

administrasi pendidikan terhadap perekonomian daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam Program Banyuwangi Mengajar sangat penting untuk 

mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Program tersebut berhasil meningkatkan kapasitas 
tenaga pengajar serta memastikan pemerataan sumber daya pendidikan. Kesimpulan penelitian menegaskan 

bahwa kolaborasi ini berperan krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. 

Program Banyuwangi Mengajar  dapat memperkuat sinergi antar pihak, memastikan distribusi sumber daya 
pendidikan yang adil, dan secara berkelanjutan mengurangi ketimpangan pendidikan. Penelitian ini menyoroti 

pentingnya pendekatan inklusif dalam pendidikan untuk membangun fondasi yang lebih baik bagi 

perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tertinggal. 
 

Kata kunci : Ketimpangan Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Kolaborasi 
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Pendahuluan 

Ketimpangan akses pendidikan di wilayah 

terpencil menjadi masalah yang kerap terjadi di 
Indonesia. Penyebab utamanya adalah distribusi 

sumber daya pendidikan yang belum merata, 

termasuk ketersediaan guru, fasilitas, dan materi 
pembelajaran. Ketidakmerataan ini menyebabkan 

rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut, 

yang berimbas pada perkembangan sumber daya 

manusia (SDM) lokal. Administrasi pendidikan 
memegang peranan penting dalam menyusun 

kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah 

ini. Kebijakan tersebut meliputi distribusi sumber 
daya pendidikan yang lebih adil, pengiriman 

tenaga pengajar ke daerah terpencil, serta 

pembangunan infrastruktur pendidikan yang 

memadai. 
Program Banyuwangi Mengajar 

merupakan salah satu contoh inisiatif pemerintah 

daerah yang berupaya mengatasi tantangan akses 
pendidikan di wilayah terpencil. Program ini 

menegaskan peran administrasi pendidikan 

Kabupaten Banyuwangi dalam mengurangi 
kesenjangan pendidikan. Perbaikan distribusi 

sumber daya pendidikan dan pengiriman tenaga 

pengajar ke daerah sulit diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas SDM di daerah terpencil. 
Dampak positif dari hal ini akan terlihat pada 

pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik. 

Program Banyuwangi Mengajar berfungsi 
sebagai inisiatif strategis dalam mengatasi 

tantangan akses pendidikan di daerah terpencil. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan melalui distribusi sumber daya yang 

lebih merata, termasuk pengiriman tenaga pengajar 

terampil ke wilayah yang kurang terlayani. Hal ini 

sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa 
kolaborasi antara masyarakat dan otoritas 

pendidikan sangat penting dalam meningkatkan 

akses pendidikan di lokasi yang sebelumnya 
terabaikan (Sumarmi et al., 2024; Asmayawati et 

al., 2024). 

Selain masalah distribusi sumber daya, 

perbedaan mutu pendidikan antara daerah maju 
dan terpencil juga menjadi perhatian. Rendahnya 

kompetensi tenaga pengajar di wilayah terpencil 

sering kali menjadi salah satu penyebab utama. 
Banyak tenaga pengajar di daerah ini belum 

menerima pelatihan yang memadai, sehingga 

kualitas pengajaran cenderung kurang optimal. 
Administrasi pendidikan bertugas untuk 

meningkatkan kompetensi tenaga pengajar melalui 

program pelatihan dan pembekalan. Program 

pembekalan relawan Banyuwangi Mengajar 
menjadi salah satu contoh di mana para relawan 

memperoleh materi terkait persiapan mengajar dan 

manajemen kelas. Peningkatan kapasitas tenaga 
pengajar diharapkan dapat memperbaiki mutu 

pendidikan di daerah terpencil, sehingga 

ketimpangan mutu dapat berkurang. 

Perbedaan mutu pendidikan antara daerah 
maju dan terpencil sering kali disebabkan oleh 

rendahnya kompetensi pengajar, yang dapat diatasi 

melalui program pelatihan yang efektif. Program 
Banyuwangi Mengajar bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di daerah 

terpencil dengan memberikan pelatihan yang 

relevan, sehingga guru dapat memperbaiki metode 
pengajaran dan meningkatkan interaksi dengan 

siswa. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi 

kesenjangan pendidikan yang ada. Program 
pelatihan semacam ini terbukti efektif di berbagai 

negara, di mana pengembangan kompetensi guru 

berkontribusi pada peningkatan kualitas 
pendidikan secara keseluruhan (van de Grift et al., 

2024; Zhao, 2024). Hasil studi juga menunjukkan 

bahwa penguatan sumber daya manusia di bidang 

pendidikan merupakan langkah penting untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

(Ghufron et al., 2024). 

Peran administrasi pendidikan dalam 
mengatasi ketimpangan akses dan mutu pendidikan 

memiliki dampak besar terhadap perekonomian 

daerah. Akses pendidikan yang lebih merata dan 
peningkatan mutu pengajaran akan memberikan 

peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil 

untuk memperoleh pendidikan berkualitas. 

Peningkatan kualitas SDM ini akan berdampak 
pada produktivitas ekonomi daerah. Tenaga kerja 

yang lebih terampil dan kompetitif akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh 
karena itu, Program Banyuwangi Mengajar  bukan 

hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi 

juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan 

ekonomi wilayah yang tertinggal. 
Peran administrasi pendidikan sangat 

krusial dalam meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan, sekaligus mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah melalui pengembangan tenaga 

kerja yang lebih terampil. Peningkatan kompetensi 

tenaga pengajar dan manajemen sumber daya 
manusia berbasis sekolah memberikan dampak 
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signifikan terhadap hasil pendidikan, yang pada 

gilirannya berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terbukti dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan, sebagaimana 

terlihat di Vietnam, di mana peningkatan 

pendapatan per kapita sebesar 1% berbanding lurus 
dengan peningkatan skor tes siswa (Dao Van Le & 

Tuyen Quang Tran, 2024). Selain itu, integrasi 

teknologi dalam pendidikan, seperti technopark di 

sekolah kejuruan, juga meningkatkan keterampilan 
siswa sekaligus memperkuat kolaborasi dengan 

industri (Nasir Usman et al., 2024). Hal ini 

menegaskan pentingnya peran strategis 
administrasi pendidikan dalam mengatasi 

ketimpangan pendidikan dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi regional. 

Penelitian berjudul Peran Program 
Banyuwangi Mengajar dalam Mengurangi 

Ketimpangan Akses Pendidikan dan Dampaknya 

terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah sangat 
penting karena membahas masalah ketimpangan 

pendidikan di wilayah terpencil yang sering terjadi 

di Banyuwangi. Ketidakmerataan distribusi 
sumber daya pendidikan, seperti ketersediaan guru 

dan infrastruktur, menjadi penyebab utama 

rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. 

Upaya seperti Program Banyuwangi Mengajar 
sangat relevan karena bertujuan mengirim tenaga 

pengajar terlatih ke daerah terpencil, memperbaiki 

akses dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan 
kapasitas SDM lokal. Dampaknya tidak hanya 

pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi 
daerah melalui pengembangan tenaga kerja yang 

lebih kompeten dan terampil. 

 

Metodelogi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif berbasis pustaka (library research) yang 

bertujuan untuk melakukan kajian mendalam 
mengenai ketimpangan akses dan mutu pendidikan 

di daerah terpencil serta peran administrasi 

pendidikan dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. Menurut Creswell (1998), penelitian 
kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus 

pada pemahaman dan penjelasan fenomena sosial 

dari perspektif individu yang terlibat. Dalam 
konteks ini, metode kualitatif berbasis pustaka 

berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasi literatur yang berkaitan dengan 
topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga 

menelaah dampak kebijakan administrasi 

pendidikan terhadap perekonomian daerah. 

Sumber data yang digunakan berasal dari bahan 
tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi 

pemerintah, dan dokumen lain yang relevan untuk 

mendapatkan informasi yang komprehensif. 
Artikel dari jurnal ilmiah yang terindeks Scopus 

akan dimanfaatkan dalam memahami teori serta 

konsep terkait administrasi pendidikan dan 

distribusi sumber daya di wilayah terpencil. 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi 

literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan 

dokumen kebijakan pemerintah mengenai 
administrasi pendidikan. Program Banyuwangi 

Mengajar menjadi salah satu studi kasus yang 

diambil untuk menganalisis bagaimana distribusi 

tenaga pengajar serta sumber daya pendidikan 
diterapkan di daerah terpencil. Proses analisis data 

menggunakan pendekatan deskriptif dan 

interpretatif yang berfokus pada tiga aspek utama, 
yaitu ketimpangan akses pendidikan, peningkatan 

kapasitas tenaga pengajar, serta dampak 

administrasi pendidikan terhadap perekonomian 
daerah. Teori yang dijadikan dasar meliputi teori 

ketimpangan pendidikan, teori administrasi 

pendidikan, serta teori ekonomi pembangunan 

untuk menganalisis kaitan antara kebijakan 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal. 

 

Pembahasan  

Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 

Terpencil dan Peran Administrasi Pendidikan 

dalam Distribusi Sumber Daya 

Ketimpangan akses pendidikan di daerah 

terpencil sering kali dipengaruhi oleh faktor 

struktural dan sosial yang kompleks. Teori 

Ketidaksetaraan Pendidikan yang dikemukakan 
oleh James S. Coleman memberikan kerangka 

kerja yang relevan untuk memahami permasalahan 

ini. Coleman mengemukakan bahwa lingkungan 
sosial dan ekonomi tempat siswa tumbuh 

mempengaruhi hasil pendidikan mereka. Pengaruh 

lingkungan sosial ini menjadi krusial, terutama di 

daerah terpencil di mana akses terhadap sumber 
daya pendidikan sering kali terbatas. 

Administrasi pendidikan memainkan 

peran penting dalam distribusi sumber daya 
pendidikan. Kualitas pengajar, fasilitas sekolah, 

dan dukungan sosial merupakan sumber daya yang 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa 
untuk belajar. Dalam konteks daerah terpencil, 
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ketimpangan dalam distribusi sumber daya ini 

dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Oleh 

karena itu, administrasi pendidikan harus mampu 
mengidentifikasi daerah - daerah yang 

membutuhkan perhatian lebih dan 

mendistribusikan sumber daya secara efektif untuk 
mengurangi ketimpangan tersebut. 

Program Banyuwangi Mengajar hadir 

sebagai inisiatif konkret dalam mengatasi 

ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran melalui pelatihan bagi guru dan 

penyediaan materi ajar yang relevan. Langkah-
langkah ini sejalan dengan teori Coleman, yang 

menekankan perlunya pendekatan yang holistik 

dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang 

setara.  
Kebijakan pendidikan yang inklusif juga 

menjadi aspek penting dalam teori Coleman. 

Kebijakan yang mendukung akses setara dapat 
membantu mengurangi ketimpangan pendidikan. 

Di daerah terpencil, upaya ini mencakup 

peningkatan kualitas sekolah, pelatihan bagi tenaga 
pengajar, dan pengembangan fasilitas pendidikan. 

Administrasi pendidikan harus mengambil 

langkah-langkah strategis untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung pendidikan yang 
setara bagi semua siswa.  

Dampak segregasi dalam sistem 

pendidikan juga menjadi perhatian Coleman. 
Segregasi rasial dan ekonomi dapat menyebabkan 

perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan 

yang diterima oleh siswa. Hal ini sangat relevan di 
daerah terpencil, di mana keterbatasan akses 

terhadap sekolah berkualitas sering kali mengarah 

pada hasil pendidikan yang tidak setara. Program 

Banyuwangi Mengajar berupaya menjembatani 
kesenjangan ini dengan menyediakan akses yang 

lebih baik dan kualitas pengajaran yang lebih 

tinggi.  
Peningkatan kapasitas administrasi 

pendidikan dalam mendistribusikan sumber daya, 

serta pengembangan kebijakan yang adil, akan 

sangat berkontribusi terhadap pengurangan 
ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. 

Inisiatif semacam ini menunjukkan komitmen 

untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas 
dari latar belakang sosial-ekonomi mereka, 

memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikut 
flow chart mengenai ketimpangan akses 

pendidikan di daerah terpencil dan peran 

administrasi pendidikan dalam distribusi sumber 

daya yang dikembangkan :  

 
Gambar 1. Flow Chart  Ketimpangan Akses 
Pendidikan di Daerah Terpencil dan Peran 

Administrasi Pendidikan dalam Distribusi Sumber 

Daya yang dikembangkan 

 

Ketimpangan akses pendidikan di daerah 
terpencil sering kali berakar dari tantangan 

struktural yang kompleks. Penelitian terbaru 

menunjukkan tantangan multifaset dalam akses 

pendidikan dan distribusi sumber daya. 
Ketimpangan spasial secara signifikan 

memengaruhi akses pendidikan di wilayah 

tertentu. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan 
akses pendidikan di daerah terpencil melibatkan 

pengembangan sistem pendukung keputusan yang 

dirancang untuk mengoptimalkan alokasi dana 
operasional sekolah, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara 

keseluruhan (Sania et al., 2024). 

Administrasi pendidikan berperan sentral 
dalam distribusi sumber daya, terutama dalam 

konteks ketimpangan akses. Proses pengalokasian 

sumber daya yang efisien harus 
mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah 

terpencil. Program Banyuwangi Mengajar hadir 

sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah 
ini, fokus pada peningkatan kualitas pengajaran 

melalui pelatihan bagi guru dan penyediaan materi 

ajar yang relevan. Digitalisasi pendidikan juga 

telah muncul sebagai solusi inovatif, meskipun 
terdapat kekhawatiran terkait ketimpangan sosio-

digital yang perlu diatasi melalui keterlibatan aktif 

administrasi publik (Jacovkis et al., 2024). 
Pendidikan dalam sektor energi panas 

bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya 

pembelajaran yang terintegrasi dari tingkat sekolah 

menengah hingga universitas. Kualitas pendidikan 
di sektor ini dapat berkontribusi pada 

pengembangan sumber daya lokal dan peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat (Pambudi & Ulfa, 2024). 

Administrasi pendidikan harus memastikan bahwa 

semua lapisan masyarakat, terutama di daerah 
terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap 

sumber daya pendidikan.  

Studi-studi ini menunjukkan hubungan 
kompleks antara akses pendidikan, alokasi sumber 

daya, dan integrasi teknologi dalam mengatasi 

ketimpangan pendidikan. Perlunya intervensi yang 

ditargetkan menjadi semakin jelas, dengan 
mempertimbangkan faktor spasial, pemberdayaan 

gender, dan kemajuan teknologi untuk 

meningkatkan hasil pendidikan. Administrasi 
pendidikan perlu mengambil langkah-langkah 

strategis untuk menjamin bahwa pendidikan yang 

berkualitas dapat diakses oleh semua, tanpa 

memandang lokasi geografis atau latar belakang 
sosial. Program Banyuwangi Mengajar merupakan 

contoh nyata dari komitmen tersebut, 

mengintegrasikan sumber daya dan kebijakan 
untuk memastikan akses pendidikan yang lebih 

baik di daerah terpencil.  

Ketimpangan akses pendidikan di daerah 
terpencil menjadi tantangan serius dalam upaya 

mencapai keadilan pendidikan. Peraturan Bupati 

Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peningkatan Akses 

Pendidikan, yang ditetapkan pada 16 Agustus 2024 
oleh Dinas Pendidikan di Banyuwangi, merupakan 

langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. 

Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi 
ketimpangan dalam akses pendidikan, khususnya 

di wilayah terpencil yang seringkali terpinggirkan 

dari perhatian. 
Administrasi pendidikan memainkan 

peran penting dalam distribusi sumber daya 

pendidikan yang lebih merata dan efektif. 

Peraturan tersebut mencakup berbagai kebijakan 
dan strategi yang dirancang untuk memperbaiki 

alokasi sumber daya, termasuk penyediaan fasilitas 

pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, dan 
pengembangan kurikulum yang relevan dengan 

konteks lokal. Kebijakan ini berupaya memastikan 

bahwa setiap siswa, terlepas dari lokasi 

geografisnya, mendapatkan akses yang setara 
terhadap pendidikan berkualitas. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

faktor struktural dan sosial turut memengaruhi 
akses pendidikan. Ketimpangan dalam distribusi 

sumber daya pendidikan sering kali berkaitan 

dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di 
daerah tersebut. Oleh karena itu, peran administrasi 

pendidikan sangat krusial dalam merumuskan 

kebijakan yang tidak hanya fokus pada penyediaan 

sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan 
kapasitas dan kualitas pengajar di daerah terpencil. 

Upaya untuk meningkatkan akses 

pendidikan di daerah terpencil tidak hanya 
membutuhkan kebijakan yang efektif, tetapi juga 

kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan 

pihak swasta. Kolaborasi ini penting untuk 

menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif 
dan berkelanjutan, sehingga semua anak di daerah 

terpencil dapat menikmati haknya atas pendidikan 

yang berkualitas. Program Banyuwangi Mengajar 
diharapkan dapat memperkuat sinergi antara semua 

pihak tersebut, meningkatkan kapasitas tenaga 

pengajar, dan memastikan distribusi sumber daya 

pendidikan yang adil dan merata. 
 

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar 

melalui Administrasi Pendidikan sebagai Solusi 

untuk Ketimpangan Mutu Pendidikan 

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar 

menjadi langkah strategis dalam mengatasi 
ketimpangan mutu pendidikan. Program 

Banyuwangi Mengajar merupakan inisiatif yang 

dirancang untuk memperkuat kualitas pengajar di 

daerah tersebut. Program ini mengadopsi 
pendekatan sistem pendidikan yang diusulkan oleh 

Ludwig von Bertalanffy, yang menekankan bahwa 

pendidikan adalah sistem terbuka terdiri dari 
berbagai komponen yang saling berinteraksi, 

seperti kurikulum, pengajar, siswa, dan 

lingkungan.  
Sistem pendidikan yang efektif 

membutuhkan adanya kolaborasi antara semua 

elemen tersebut. Oleh karena itu, program ini 

berfokus pada pelatihan intensif bagi guru untuk 
meningkatkan metode pengajaran, pemahaman 

kurikulum, dan penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran. Intervensi ini membantu 
memastikan bahwa pengajar memiliki kompetensi 

yang memadai untuk menghadapi tantangan 

pendidikan di era modern. 

Kebijakan pendidikan yang lebih efektif 
dirancang dengan mempertimbangkan 

interdependensi antara elemen-elemen dalam 

sistem pendidikan. Melalui Program Banyuwangi 
Mengajar , diharapkan dapat terwujud peningkatan 

kualitas pengajaran yang berdampak positif 

terhadap prestasi siswa. Peningkatan kapasitas 
tenaga pengajar, di sisi lain, berkontribusi pada 
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pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, 

yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi 

tantangan masa depan.  
Keterlibatan administrasi pendidikan 

dalam program ini sangat penting untuk 

memastikan pelaksanaan dan evaluasi yang 
berkesinambungan. Melalui pendekatan 

sistematik, program ini tidak hanya fokus pada 

peningkatan keterampilan pengajar tetapi juga 

menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 
bagi siswa. Inisiatif ini merupakan contoh konkret 

bagaimana administrasi pendidikan dapat berperan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 
mengatasi ketimpangan yang ada. Berikut flow 

chart peningkatan kapasitas tenaga pengajar 

melalui administrasi pendidikan sebagai solusi 

untuk ketimpangan mutu pendidikan yang 
dikembangkan :  

 

 
Gambar 2 Flow Chart Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Pengajar melalui Administrasi Pendidikan sebagai 

Solusi untuk Ketimpangan Mutu Pendidikan yang 

dikembangkan 

 
Peningkatan kapasitas tenaga pengajar 

melalui Program Banyuwangi Mengajar 

merupakan langkah strategis untuk mengatasi 

ketimpangan mutu pendidikan. Penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi 

pengajar melalui pelatihan, mentoring, dan 

kolaborasi dengan berbagai pihak sangat krusial 
dalam menghadapi tantangan pendidikan di era 

modern (Syahrul Riza et al., 2024). Program 

Banyuwangi Mengajar mengimplementasikan 
pendekatan tersebut dengan mengedepankan 

pelatihan berkelanjutan bagi para guru, yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

mengajar mereka. 
Sistem pendidikan di Banyuwangi 

dirancang untuk beradaptasi terhadap kebutuhan 

yang muncul akibat pandemi COVID-19. Pandemi 

ini telah memengaruhi cara pengajaran dan 

manajemen pendidikan, mendorong pengenalan 

metode pembelajaran inovatif seperti penggunaan 
aplikasi pembelajaran virtual (Yusaini Yusaini et 

al., 2024). Program ini tidak hanya menyediakan 

pelatihan teknis, tetapi juga membekali pengajar 
dengan kemampuan untuk menerapkan teknologi 

dalam pembelajaran, sehingga mengurangi 

ketimpangan dalam akses pendidikan. 

Alokasi sumber daya pendidikan juga 
menjadi fokus utama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Melalui penggunaan sistem 

pendukung keputusan yang mengintegrasikan 
algoritma AHP dan SAW, alokasi Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dapat dioptimalkan 

untuk mendukung program-program yang 

meningkatkan kapasitas pengajar (Gina Sania et 
al., 2024). Hal ini membantu memastikan bahwa 

sumber daya digunakan secara efisien dan tepat 

sasaran. 
Keterlibatan dekan dalam program 

pendidikan guru juga sangat penting. Dekan 

berperan dalam memajukan keadilan sosial dan 
kemandirian pengajar melalui penghapusan 

hambatan bagi calon guru dan pelaksanaan 

program-program yang mendukung perubahan 

sistemik (Kelly León et al., 2024). Program 
Banyuwangi Mengajar mencerminkan upaya 

tersebut, dengan mendukung guru dalam 

mengembangkan keterampilan dan kompetensi 
yang diperlukan untuk memberikan pendidikan 

berkualitas. 

Program ini menunjukkan bahwa 
peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui 

administrasi pendidikan tidak hanya berkontribusi 

pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga 

membantu mengatasi ketimpangan yang ada di 
dalam sistem pendidikan. Penerapan strategi yang 

holistik, memanfaatkan teknologi, dan 

mengoptimalkan alokasi sumber daya adalah 
langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar di 

Banyuwangi melalui administrasi pendidikan 
merupakan solusi strategis untuk mengatasi 

ketimpangan mutu pendidikan. Regulasi dan 

peraturan daerah menjadi landasan penting dalam 
pelaksanaan program ini. Peraturan Bupati 

(PERBUP) No. 4 Tahun 2018 menguraikan 

struktur, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan. 
Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola 
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yang efektif, termasuk perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. 

Hal ini memastikan bahwa tenaga pengajar 
mendapatkan dukungan yang memadai dalam 

pengembangan kompetensi mereka. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
tentang sistem pendidikan juga memainkan peran 

signifikan. Draf yang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi 

pada tahun 2011 ini bertujuan untuk mengatasi 
tantangan dalam pendidikan, termasuk 

ketimpangan akses dan kualitas. Raperda tersebut 

mengusulkan langkah-langkah konkret untuk 
meningkatkan pendidikan formal dan khusus, serta 

menekankan peran pendidik dan keterlibatan 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses 

pendidikan akan memberikan dukungan yang lebih 
luas untuk para pendidik dalam melaksanakan 

tugas mereka. 

Program Banyuwangi Mengajar berfungsi 
sebagai implementasi dari regulasi tersebut, fokus 

pada peningkatan kapasitas tenaga pengajar 

melalui pelatihan dan program pengembangan 
profesional. Program ini tidak hanya 

mengedepankan peningkatan kemampuan 

pedagogis, tetapi juga mengintegrasikan 

penggunaan teknologi dan metode pembelajaran 
yang inovatif. Pendekatan holistik ini diharapkan 

dapat merespons kebutuhan pendidikan yang 

beragam, terutama di daerah terpencil. 
Peningkatan kapasitas tenaga pengajar 

melalui administrasi pendidikan, sesuai dengan 

kerangka regulasi, dapat membantu menutup 
kesenjangan mutu pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan kebutuhan untuk memperkuat pendidikan 

di daerah yang kurang terlayani, sehingga setiap 

siswa dapat menerima pendidikan yang berkualitas 
dan merata. Upaya ini diharapkan dapat 

membangun fondasi yang kuat untuk 

pengembangan pendidikan yang lebih baik di 
Banyuwangi, memberikan dampak positif tidak 

hanya bagi tenaga pengajar, tetapi juga bagi siswa 

dan masyarakat secara keseluruhan. 

 
Efek Administrasi Pendidikan terhadap 

Ekonomi Daerah melalui Pengurangan 

Ketimpangan Pendidikan 

Efek administrasi pendidikan terhadap 

ekonomi daerah dapat dilihat melalui pengurangan 

ketimpangan pendidikan, terutama dalam konteks 
Program Banyuwangi Mengajar . Teori 

Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh 

Paul Romer menjadi acuan untuk memahami 

hubungan ini. Teori tersebut menekankan bahwa 
investasi dalam inovasi, pengetahuan, dan 

pendidikan merupakan faktor kunci dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 
Pendidikan berkualitas berkontribusi 

signifikan terhadap pengembangan sumber daya 

manusia. Peningkatan kualitas pendidikan di 

Banyuwangi, melalui Program Banyuwangi 
Mengajar , mampu menghasilkan individu yang 

lebih terampil dan inovatif. Individu-individu ini, 

setelah menerima pendidikan yang baik, akan 
berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal 

dengan menciptakan produk baru dan 

meningkatkan efisiensi produksi. Penelitian 

menunjukkan bahwa daerah yang memiliki 
pendidikan yang kuat cenderung lebih mampu 

menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, 

yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 

Administrasi pendidikan berperan penting 

dalam memastikan alokasi sumber daya yang 
efisien dan merata. Program Banyuwangi 

Mengajar memfokuskan upayanya pada daerah-

daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan 

perhatian, sehingga mengurangi ketimpangan 
pendidikan. Kebijakan yang terintegrasi dan 

didasarkan pada data yang kuat memungkinkan 

pemerintah daerah untuk melakukan intervensi 
yang lebih efektif, memastikan bahwa semua 

lapisan masyarakat memiliki akses ke pendidikan 

berkualitas. 
Inovasi dan pengetahuan yang dihasilkan 

dari pendidikan yang berkualitas juga 

berkontribusi pada ekonomi skala. Seiring 

bertambahnya jumlah individu yang terdidik dan 
terampil, potensi untuk menciptakan inovasi dan 

meningkatkan produktivitas akan meningkat. 

Pengetahuan yang dihasilkan dari investasi 
pendidikan di Banyuwangi dapat menciptakan 

sinergi yang positif antara sektor pendidikan dan 

ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan inklusif.  
Administrasi pendidikan yang efektif, 

dalam hal ini melalui Program Banyuwangi 

Mengajar , tidak hanya berkontribusi pada 
pengurangan ketimpangan pendidikan tetapi juga 

berperan sebagai pendorong utama dalam 

pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan 
lingkungan yang mendukung inovasi dan 
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pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Efek administrasi pendidikan terhadap 
ekonomi daerah melalui pengurangan ketimpangan 

pendidikan dapat dijelaskan melalui Program 

Banyuwangi Mengajar . Penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang 

terarah memiliki dampak signifikan terhadap 

pengembangan ekonomi regional. Program 

tersebut berupaya untuk meningkatkan akses dan 
kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil 

yang seringkali terabaikan.  Berikut  Flow Chart  

efek administrasi pendidikan terhadap ekonomi 
daerah melalui pengurangan ketimpangan 

pendidikan yang dikembangkan :  

 
Gambar 3 Flow Chart  Efek Administrasi Pendidikan 

terhadap Ekonomi Daerah melalui Pengurangan 

Ketimpangan Pendidikan yang dikembangkan 

 

Pentingnya pengeluaran pendidikan publik 
terlihat dalam pengaruhnya terhadap investasi 

modal manusia. Di China, misalnya, disparitas 

pendidikan antara perkotaan dan pedesaan mulai 
menyempit berkat reformasi kebijakan pendidikan, 

migrasi penduduk, dan industrialisasi (Guo & Li, 

2024). Konteks ini serupa dengan apa yang terjadi 

di Banyuwangi, di mana alokasi sumber daya 
pendidikan yang tepat mampu meningkatkan 

kualitas pendidikan di daerah-daerah yang 

sebelumnya kurang beruntung. Melalui Program 
Banyuwangi Mengajar , pemerintah daerah 

berfokus pada pengurangan ketimpangan 

pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan 

modal manusia di tingkat lokal. 
Program pendidikan jarak jauh, seperti 

telesekundarias di Meksiko, juga menunjukkan 

bagaimana inovasi dalam pendidikan dapat 
meningkatkan kinerja siswa dan mengurangi 

ketimpangan pendidikan (Borghesan & Vasey, 

2024). Inspirasi dari program-program seperti ini 

dapat diintegrasikan ke dalam strategi pendidikan 

di Banyuwangi. Pemanfaatan teknologi dalam 

pendidikan, terutama di daerah terpencil, akan 
memperluas akses belajar dan menciptakan 

peluang bagi siswa untuk bersaing dalam dunia 

kerja yang semakin kompetitif. 
Kerja sama regional juga berperan penting 

dalam mengurangi ketimpangan pendidikan dan 

ekonomi. Studi menunjukkan bahwa kawasan yang 

memiliki program kolaborasi yang kuat, seperti 
Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-

Macao, mampu mempromosikan konvergensi 

sosial dan ekonomi (Zhang et al., 2024). Melalui 
kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan 

lembaga pendidikan, Banyuwangi dapat 

mengembangkan ekosistem pendidikan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 
Administrasi pendidikan yang efektif, 

melalui Program Banyuwangi Mengajar, tidak 

hanya berfungsi untuk meningkatkan akses 
pendidikan tetapi juga sebagai penggerak utama 

dalam pengembangan ekonomi daerah. Melalui 

pengurangan ketimpangan pendidikan, program ini 
berpotensi menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan pada 

akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih merata di Banyuwangi. 
Efek administrasi pendidikan terhadap 

ekonomi daerah melalui pengurangan ketimpangan 

pendidikan dapat diuraikan melalui inisiatif yang 
diambil di Banyuwangi. Berbagai regulasi dan 

peraturan daerah telah disusun untuk menangani 

efek tersebut, khususnya Peraturan Bupati 
(PERBUP) No. 4 Tahun 2018. Regulasi ini merinci 

struktur, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan, 

sekaligus menekankan pentingnya tata kelola yang 

efektif dalam sektor pendidikan. Hal ini mencakup 
perumusan kebijakan yang sistematis dan evaluasi 

program pendidikan yang berkelanjutan. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Banyuwangi pada tahun 2011 

memiliki tujuan untuk mengatasi tantangan dalam 

pendidikan, termasuk ketimpangan akses dan 
kualitas. Raperda tersebut tidak hanya 

memfokuskan pada pendidikan formal tetapi juga 

pada pendidikan non-formal, sehingga 
memperluas cakupan kebijakan pendidikan. 

Melalui pendekatan ini, peran pendidik dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan 



Jurnal Katarsis  (Jurnal Administrasi Publik)  
Volume 1, Nomor 3, Oktober 2024, pp. 58-67  

P-ISSN : 2776-5369 (print),  E-ISSN : 3047-6455 (online) 

 

 
 

Jurnal Katarsis  (Jurnal Administrasi Publik), Volume 1, Nomor 3, Oktober 2024   | 66 

 

ditekankan, yang penting untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang inklusif. 

Kebijakan ini berfungsi sebagai bagian 
dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan 

kapasitas tenaga pengajar. Pengembangan 

infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan 
peningkatan akses ke pendidikan berkualitas 

diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

mendukung pembangunan ekonomi yang lebih 

merata di Banyuwangi. Penelitian menunjukkan 
bahwa peningkatan kualitas pendidikan 

berhubungan langsung dengan pertumbuhan 

ekonomi lokal, karena individu yang lebih terdidik 
cenderung memiliki keterampilan yang lebih tinggi 

dan mampu berkontribusi secara lebih efektif 

terhadap ekonomi daerah (Borghesan & Vasey, 

2024; Li et al., 2024). 
Hal ini menegaskan bahwa administrasi 

pendidikan, melalui program-program seperti 

Banyuwangi Mengajar dan regulasi yang 
mendukung, berperan penting dalam pengurangan 

ketimpangan pendidikan. Pendekatan ini tidak 

hanya berfokus pada peningkatan akses dan 
kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, memberikan manfaat yang 

signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. 
 

Kesimpulan  

Kesimpulan penelitian ini menekankan 
bahwa peningkatan akses pendidikan di daerah 

terpencil membutuhkan kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Program Banyuwangi Mengajar memainkan peran 
sentral dalam menciptakan ekosistem pendidikan 

yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat 

kapasitas tenaga pengajar. Regulasi yang 
mendukung menjadi kunci bagi administrasi 

pendidikan untuk menutup kesenjangan mutu 

pendidikan, sehingga setiap siswa dapat menikmati 

pendidikan yang berkualitas dan merata. Upaya 
tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi pada 

peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga 

menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan 
ekonomi lokal, memberikan manfaat yang 

signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. 
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